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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kinerja pegawai dalam memberikan layanan
pembuatan akta kelahiran, serta mengidentifikasi beberapa faktor yang mendukung
maupun yang menghambat proses pelayanan tersebut di Kantor Desa Sananakulon..
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan metode pengumpulan
data yang meliputi wawancara mendalam, observasi langsung, dan pengumpulan
dokumen. Informan dalam penelitian ini terdiri dari aparat desa, petugas pelayanan, serta
warga masyarakat yang telah mengurus akta kelahiran, yang dipilih menggunakan teknik
purposive sampling. Analisis data dilakukan melalui tahapan, yakni pengumpulan data,
reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitan menunjukkan bahwa secara
umum kinerja pegawai dalam pelayanan akta kelahiran sudah cukup baik, meskipun
belum berjalan sesuai teori indikator kinerja pegawai sebagaimana dikemukakan oleh
Dwiyanto (2006).

Katakunci : Pelayanan, Administrasi, Akta Kelahiran, Kantor Desa Sanankulon, Kinerja
pegawai

Abstract

This study aims to examine employee performance in providing birth certificate services,
as well as to identify several factors that support and hinder the service process at the
Sananakulon Village Office. The research approach used was qualitative, with data
collection methods that included in-depth interviews, direct observation, and document
collection. Informants in this study consisted of village officials, service officers, and
community members who had processed birth certificates, selected using a purposive
sampling technique. Data analysis was carried out through stages, namely data
collection, data reduction, and drawing conclusions. The research findings indicate that in
general employee performance in birth certificate services is quite good, although it has
not yet run according to the theory of employee performance indicators as stated by
Dwiyanto (2006).

Keywords : Service, Administrativ, Birth Certificates, Sanankulon Village Office,
Employee performance.




1. PENDAHULUAN

Kinerja dapat diartikan sebagai hasil capaian suatu periode tertentu dan dibandingkan
dengan standar, target, atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kinerja juga
mencakup pelaksanaan tugas dan penyempurnaan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawab
untuk mencapai hasil yang diharapkan. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,
masyarakat kini semakin kritis dalam mengevaluasi kinerja pemerintah. Seringkali, organisasi
pemerintahan menghadapi hambatan yang muncul akibat keterbatasan (SDM) atau Sumber
Daya Manusia, yang akhirnya dapat mengakibatkan kegagalan organisasi. Untuk itu,
pengelolaan SDM, yang efektif menjadi prioritas utama, karena kinerja memegang peranan
utama dalam pencapaian tujuan organisasi. Menurut Dwiyanto (dalam Pasalong, 20086),
kinerja pegawai adalah faktor utama yang menentukan mutu pelayanan publik yang diberikan
pemerintah kepada masyarakat umum. Kinerja pegawai terkait erat dengan pencapaian
tujuan organisasi, seperti penyelesaian tugas, standar pelayanan, dan kepuasan masyarakat.
Indikator kinerja pegawai dalam pelayanan meliputi produktivitas, kualitas layanan,
responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desa dipaparkan sebagai entitas
hukum yang mempunyai wilayah tersendiri serta diberikan kewenangan untuk mengelola
urusan pemerintahan juga masyarakat, yang berpegang terhadap inisiatif masyarakat, hak
asal-usul, dan tradisi yang diakui dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pemerintah desa
bertugas menciptakan kehidupan demokratis, memberdayakan masyarakat, dan memberikan
pelayanan publik yang berkualitas. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, terutama dalam
pembuatan akta kelahiran, diperlukan kinerja pegawai yang baik dan profesional. Oleh karena
itu, pengukuran kinerja pegawai harus dilakukan dengan pendekatan teori yang kuat dan
sistematis. Pelayanan pembuatan akta kelahiran merupakan bagian penting dari administrasi
kependudukan karena menjamin pengakuan identitas dan hak sipil warga negara.
Pemerintah dituntut untuk melakukan inovasi dalam pelayanan publik guna meningkatkan
mutu layanan, termasuk dalam hal pembuatan akta kelahiran.

Observasi yang dilakukan di Kantor Desa Sanankulon, Kecamatan Sanankulon,
Kabupaten Blitar, menunjukkan bahwa adanya kendala dalam proses pengurusan akibat
kurangnya pengetahuan mengenai prosedur dan kelengkapan dokumen. Menurut Sekretaris
Desa, beberapa warga mengalami kesulitan karena dokumen yang hilang atau rusak,
sehingga proses pembuatan akta kelahiran menjadi lebih lama. Oleh sebab itu, peningkatan
profesionalisme dan kinerja pegawai sangat diperlukan untuk mendukung pelayanan yang
optimal di masa mendatang.

2. METODE

Penelitian ini memanfaatkan metode kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan
dan menjelaskan kinerja pegawai dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran di Kantor Desa
Sanankulon. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi
langsung, serta pengumpulan dokumen dari narasumber seperti staf desa, pegawai
pelayanan serta masyarakat yang memiliki pengalaman dalam proses pengurusan akta
kelahiran di Kantor Desa Sanankulon melalui teknik Purposive Sampling. Teknik analisis data
dilaksanakan melalui tahapan yaitu pengumpulan data, penyederhanaan atau reduksi data,
dan penarikan kesimpulan, guna menghasilkan gambaran yang sistematis dan tepat
mengenai kinerja pegawai serta faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat
pelayanan pembuatan akta kelahiran.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Masyarakat Bidang Pembuatan Akta Kelahiran
di Kantor Desa Sanankulon
Kinerja pegawai di Kantor Desa Sanankulon, khususnya dalam pelayanan bidang
pembuatan Akta Kelahiran, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori indikator
kinerja pegawai menurut Dwiyanto (2006). dari hasil penelitian dapat dipaparkan sebagai
berikut :
3.1.1. Produktivitas Kerja pegawai menunjukkan etika pelayanan yang baik, termasuk
sikap sopan, ramah dalam berinteraksi, serta penampilan yang rapi.yang
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menandakan adanya kesadaran profesionalisme dalam melayani publik. Pegawai
juga dinilai memiliki kompetensi yang memadai. Mereka telah mengikuti pelatihan
administrasi kependudukan dan mampu mengoperasikan sistem pelayanan berbasis
digital dengan baik. Hal ini berkontribusi pada efisiensi dalam pengolahan data,
pengarsipan, serta kecepatan dalam proses pembuatan dokumen kependudukan
seperti akta kelahiran. Produktivitas dalam konteks ini tidak hanya dilihat dari jumlah
akta yang dapat diselesaikan, tetapi juga dari kemampuan pegawai untuk bekerja
secara sistematis dan sesuai prosedur. Sikap tanggungjawab juga ditunjukan dengan
baik oleh pegawai saat terjadi kesalahan dan dengan sigap ditangani. Dalam
penilaian produktivitas menurut Dwiyanto, penting bagi organisasi publik untuk
memiliki indikator yang terukur dan terdokumentasi, agar produktivitas pegawai dapat
dievaluasi secara objektif dan berkelanjutan. Misalnya, indikator kemampuan kerja
dan indikator tanggung jawab individu terhadap hasil kerja juga belum teridentifikasi
secara jelas, karena belum tersedia catatan yang dapat menunjukkan keterlibatan
personal dalam setiap proses pelayanan. Ketiadaan dokumentasi ini menjadi
hambatan dalam mengukur kontribusi nyata setiap pegawai terhadap pencapaian
target layanan.

Kualitas Layanan pegawai dalam aspek kepuasan pelayanan cukup baik,
ditunjukkan oleh sikap yang sabar, ramah, dan profesional saat melayani masyarakat.
Hal ini sejalan dengan dimensi kepuasan pelayanan dalam teori Dwiyanto. Selain itu,
ketepatan pelayanan yang mengikuti SOP dan alur pelayanan yang jelas juga
mencerminkan adanya kesesuaian standar pelayanan, yang merupakan bagian dari
efisiensi dan efektivitas layanan. Namun, masih terdapat kelemahan dalam aspek
kejelasan informasi, khususnya dalam hal keterbukaan dan kejelasan prosedur
kepada masyarakat luas. Meskipun SOP sudah tersedia, informasi belum
sepenuhnya merata karena media penyampaian masih terbatas, terutama dalam
bentuk media cetak atau selebaran yang bisa diakses oleh seluruh lapisan
masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan informasi sebagaimana dijelaskan
oleh Dwiyanto masih perlu diperkuat agar pelayanan publik benar-benar merata. Oleh
karena itu, dibutuhkan strategi komunikasi yang lebih luas dan terencana agar
seluruh warga dapat memahami prosedur layanan dengan mudah, tanpa harus
datang langsung ke kantor desa.

Responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat menjadi salah satu keunggulan yang
diakui langsung oleh warga. Dalam beberapa kasus, pegawai menunjukkan reaksi
yang cepat dan tepat ketika masyarakat membutuhkan pelayanan segera, terutama
dalam situasi yang mendesak. Hal ini menggambarkan adanya kepekaan dan
orientasi pelayanan terhadap kepentingan masyarakat. Indikator kecepatan dan
ketepatan dalam proses pelayanan pembuatan akta kelahiran juga mendapat
apresiasi dari masyarakat. Pelayanan yang tidak berbelit-belit dan diselesaikan dalam
waktu yang relatif singkat mencerminkan adanya upaya dari pegawai untuk
menghindari keterlambatan serta menjaga efektivitas pelayanan. Kondisi ini
menunjukkan bahwa organisasi publik telah menjalankan fungsi pelayanan sesuai
dengan harapan pengguna layanan. Indikator ketersediaan layanan yang dilakukan
secara profesional juga turut memperkuat citra positif responsivitas aparatur desa.
Pegawai yang sigap dalam memberikan informasi, serta kemampuan teknis dalam
menangani permohonan akta kelahiran, menjadi indikator bahwa mereka telah
memahami peran dan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan publik yang
berkualitas. Namun, masih adanya kelemahan dalam hal dokumentasi layanan.
Meskipun beberapa masyarakat menyatakan pernah mendapatkan pelayanan
administrasi kependudukan di luar jam operasional, namun tidak ditemukan bukti
dokumentasi resmi yang mencatat pelayanan tersebut. Ketidakhadiran bukti
administratif ini menjadi catatan penting karena dalam prinsip pelayanan publik yang
akuntabel dan transparan, seluruh proses pelayanan seharusnya dapat
dipertanggungjawabkan secara tertulis. Ketiadaan dokumentasi ini menimbulkan
keraguan sekaligus menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik di lapangan dan
sistem pencatatan administrasi yang seharusnya berjalan paralel. Dalam konteks ini,
responsivitas pegawai sebenamya sudah baik dalam praktik, tetapi belum
sepenuhnya didukung oleh mekanisme administratif yang rapi dan terdokumentasi,
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yang juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik
secara menyeluruh.

3.1.4. Responsibilitas menunjukan sikap pelayanan yang ramah dan sabar dalam
berinteraksi dengan masyarakat. Sikap ini mendapat pengakuan langsung dari
masyarakat sebagai salah satu indikator pelayanan yang berorientasi pada
kepentingan publik. Hal ini mencerminkan adanya tanggung jawab moral dan etika
pelayanan yang tinggi dari aparatur desa. Memberikan edukasi secara aktif kepada
masyarakat terkait prosedur dan persyaratan pembuatan akta kelahiran. Tindakan ini
menandakan bahwa pegawai tidak hanya menjalankan pelayanan secara
administratif, melainkan juga berusaha meningkatkan pemahaman masyarakat
tentang hak-hak sipil. Pegawai dalam menyampaikan informasi, baik secara langsung
maupun melalui media informasi yang tersedia di lingkungan kantor desa,
menunjukkan adanya transparansi dalam pelayanan. Penyampaian informasi secara
jelas dan terbuka memperkuat aspek responsibilitas karena mencerminkan kesediaan
aparatur untuk memberikan akses informasi yang luas dan jelas kepada masyarakat.
Prosedur pelayanan serta persyaratan administratif disampaikan dengan jelas dan
tidak berbelit-belit, baik secara lisan maupun melalui sarana tertulis seperti papan
informasi atau brosur. Penyampaian ini memberikan kepastian hukum dan
kemudahan bagi masyarakat, serta menegaskan bahwa pelayanan dilakukan
berdasarkan prinsip kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

3.1.5. Akuntanbilitas menunjukan Tanggung jawab terhadap hasil layanan tercermin dari
pelayanan yang tepat waktu dan sesuai dengan prosedur. Hasil pelayanan yang
diberikan tidak hanya memenuhi ekspektasi masyarakat, tetapi juga dapat
dipertanggung jawabkan secara administratif. Hal ini memperlihatkan adanya
kesadaran pegawai terhadap pentingnya hasil kerja yang kredibel dan sesuai dengan
standar operasional yang berlaku. Namun, masih perlu adanya perbaikan dan
peningkatan dalam beberapa pelaporan administratif yang ditunjukkan melalui
pencatatan kegiatan pelayanan dan penyusunan laporan. Keberadaan laporan
menunjukkan adanya keteraturan dan kontrol dalam proses pelayanan, yang menjadi
bagian penting dari akuntabilitas birokrasi menurut Dwiyanto. Keterlibatan publik
dalam proses pelayanan dilaksanakan melalui forum musyawarah desa dan
penyampaian informasi yang terbuka kepada masyarakat. Kegiatan ini menunjukkan
bahwa pemerintah desa tidak hanya menjalankan pelayanan secara tertutup, tetapi
juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan menilai kinerja
pelayanan. Transparansi ini memperkuat akuntabilitas karena memungkinkan
masyarakat memberikan masukan, pengawasan, dan bahkan koreksi jika terjadi
penyimpangan. Keterbukaan informasi yang disampaikan oleh aparat desa baik
mengenai prosedur, persyaratan, maupun hasi pelayanan juga meningkatkan
kepercayaan masyarakat. Menurut Dwiyanto, akuntanbilitas erat kaitannya dengan
kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika masyarakat mendapatkan akses
informasi yang memadai dan melihat bahwa layanan berjalan sesuai harapan, maka
kepercayaan terhadap organisasi publik juga meningkat.

3.2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dalam Proses Pelayanan Pembuatan

Akta Kelahiran di Kantor Desa Sanankulon

Di samping itu peneliti juga menemukan beberapa faktor yang mendukung dan yang
menghambat dalam proses pelayanan pembuatan akta kelahiran di Kantor Desa
Sanankulon yaitu faktor pendukung tersebut meliputi beberapa hal : Sumber Daya
Manusia (SDM) yang memadai dimana para pegawai dibekali oleh kepelatihan
administrasi kependudukan hal ini, mendukung proses pelaksanaan pelayanan secara
profesional, ramah dan tanggap dalam mengatasi kendala teknis yang terjadi. Temuan ini
memperlihatkan bahwa pegawai memiliki kompetensi teknis sekaligus etos kerja yang
positif dalam melayani masyarakat. Selain itu, terdapat fasilitas pelayanan yang memadai
tersedianya komputer, printer dan wifi yang berfungsi dengan baik dan stabil menjadi
faktor pendukung lainya yang dapat mempengaruhi proses pelayanan pembuatan akta
kelahiran, yang menekankan bahwa kinerja pegawai tidak hanya dipengaruhi oleh
kemampuan individu, tetapi juga oleh fasilitas pendukung yang ada di tempat kerja.

Disisi lain terdapat faktor penghambatan yang dapat menggangu proses dari kinerja
pelayanan dalam pembuatan akta kelahiran yang harus menjadi perhatian seperti fasilitas
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yang kurang memadai. Sempitnya ruang tunggu dan kurangnya kursi dikawatirkan jika
terjadi penumpukan antrian, keluhan, bahkan ketidaktertiban dalam proses pelayanan.
Hal ini tentu akan mengganggu alur kerja pegawai dalam memberikan pelayanan yang
tertib dan sistematis, dan mengakibatkan masyarakat merasa tidak nyaman saat
menunggu. Kelengkapan berkas yang kurang juga menjadi penghambat jalanya
pelayanan pembuatan akta kelahiran. Beberapa masyarakat yang datang tanpa
membawa dokumen lengkap, seperti surat keterangan lahir, fotokopi KTP orang tua, atau
kartu keluarga. Hal ini menyebabkan mereka harus kembali lagi untuk melengkapi
berkas, yang pada akhirnya menghambat proses pelayanan, memperpanjang antrean,
dan menurunkan efisiensi pelayanan publik.

Selain itu faktor penghambat lainya adalah kurangnya kesadaran masyarakat
beberapa warga baru mengurus akta kelahiran ketika berada dalam kondisi mendesak,
seperti menjelang pendaftaran sekolah. Hal ini menyebabkan terjadinya penundaan
dalam pelayanan, lonjakan permohonan dalam waktu singkat, serta beban administratif
yang menumpuk. Menyebabkan pegawai harus menangani banyak permochenan
sekaligus, yang berpotensi menurunkan kualitas layanan dan menyebabkan
keterlambatan  penyelesaian dokumen. Terkendalanya sistem atau jaringan,
permasalahan tersebut meliputi lambatnya jaringan intemet dan gangguan sistem input
data menyebabkan keterlambatan dalam proses pembuatan akta kelahiran dan
ketidaknyamanan bagi masyarakat. Hal ini dapat berdampak langsung terhadap
kepuasan masyarakat dan efektivitas kinerja aparatur desa. Oleh karena itu, perbaikan
infrastruktur sistem informasi dan pelatihan teknis merupakan langkah strategis yang
perlu dilakukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas

4. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, kinerja pegawai di Kantor Desa Sanankulon dalam
memberikan pelayanan terkait pembuatan akta kelahiran menunjukkan hasil sebagai
berikut: Pada aspek produktivitas, para pegawai telah menerapkan etika pelayanan
dengan baik, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, serta menguasai keterampilan
teknis, terutama dalam penggunaan sistem digital. Dari segi kualitas pelayanan,
prosedur yang diterapkan dalam pengurusan akta kelahiran sudah sesuai dan mendapat
tanggapan positif dari masyarakat, meskipun masih diperlukan peningkatan dalam hal
penyebaran informasi kepada warga. Responsivitas pegawai tergolong baik, ditunjukkan
melalui kecepatan pelayanan, kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi darurat, dan
ketersediaan informasi. Dalam aspek responsibilitas, pegawai menunjukkan komitmen
moral serta aktif memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya akta
kelahiran. Sementara itu, akuntabilitas sudah diterapkan dengan cukup baik melalui
pertanggungjawaban hasil kerja dan keterlibatan publik. Namun demikian, sistem
pengawasan internal masih perlu ditingkatkan, khususnya melalui dokumentasi yang
berkaitan dengan pelaporan kinerja serta kegiatan pelayanan.

Di sisi lain, terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam proses pelayanan
pembuatan akta kelahiran faktor pendukung meliputi Sumber Daya Manusia (SDM) yang
memadai dimana para pegawai dibekali oleh kepelatihan administrasi kependudukan hal
ini, mendukung proses pelaksanaan pelayanan secara profesional, ramah dan tanggap
dalam mengatasi kendala teknis yang teradi. Selain itu, terdapat fasilitas pelayanan
yang memadai tersedianya komputer, printer dan wifi yang berfungsi dengan baik dan
stabil menjadi faktor pendukung lainya yang dapat mempengaruhi proses pelayanan
pembuatan akta kelahiran, yang menekankan bahwa kinerja pegawai tidak hanya
dipengaruhi oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh fasilitas pendukung yang ada di
tempat kerja.

Faktor penghambat dalam proses pelayanan pembuatan akta kelahiran meliputi
keterbatasan fasilitas fisik seperti ruang tunggu yang tidak memadai, ketidaktahuan
masyarakat terhadap kelengkapan berkas yang diperlukan, rendahnya kesadaran
administrasi, serta kendala teknis berupa gangguan jaringan dan sistem pelayanan
digital. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa, implementasi di lapangan masih
memerlukan pembenahan, baik dari aspek infrastruktur, sistem informasi, maupun upaya
peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan administrasi
kependudukan. Dengan demikian, peningkatan kinerja pelayanan publik di Kantor Desa
Sanankulon ke depan perlu difokuskan pada penguatan dokumentasi, perluasan media
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4.1.

informasi, pembenahan sarana fisik, serta peningkatan literasi masyarakat tentang
pentingnya dokumen kependudukan khususnya akta kelahiran, karena itu kinerja
pegawai proses pelayanan pembuatan akta kelahiran di Kantor Desa Sanankulon belum
sesuai dengan teori indikator kinerja pegawai (2006) menurut Dwiyanto.

Saran

Berdasarkan ringkasan temuan yang telah disampaikan, peneliti mengajukan
sejumlah rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi pihak kantor desa dalam
upaya meningkatkan mutu pelayanan publik, terutama terkait kinerja pegawai dalam
pelayanan pembuatan akta kelahiran :
Perlu agar pihak desa memperbaiki sistem dokumentasi administratif. Dokumentasi ini
penting sebagai dasar evaluasi kinerja dan sebagai bentuk akuntabilitas organisasi

kepada publik.

Kantor Desa perlu memperluas akses informasi dan sosialisasi layanan, baik melalui
media cetak, papan pengumuman, maupun media digital agar seluruh masyarakat
memahami prosedur dan persyaratan pembuatan akta kelahiran. Strategi komunikasi
yang efektif akan meminimalisir ketidaktahuan masyarakat yang selama ini menjadi
penyebab utama keterlambatan pelayanan.

Pemerintah desa perlu untuk meningkatkan fasilitas fisik seperti ruang tunggu yang lebih
nyaman dan representatif, mengingat kenyamanan pelayanan merupakan bagian dari
kualitas layanan menurut teori Dwiyanto.

Perlu dilakukan peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan kampanye
administrasi kependudukan secara berkala, misalnya melalui kegiatan posyandu,
pertemuan RT/RW, atau forum warga. Kesadaran masyarakat yang tinggi akan
berdampak langsung pada kelancaran pelayanan publik.

Perlu untuk mengatasi kendala sistem dan jaringan, disarankan agar kantor desa
melakukan koordinasi rutin dengan instansi teknis terkait dan menyiapkan sistem
cadangan atau prosedur manual sementara agar pelayanan tidak terganggu saat terjadi
gangguan teknis. Dengan perbaikan di aspek dokumentasi, fasilitas, sistem informasi,
serta edukasi masyarakat, diharapkan pelayanan publik di Kantor Desa Sanankulon
dapat berjalan lebih optimal, profesional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan
yang ditekankan dalam teori Dwiyanto, yaitu produktivitas, kualitas, responsivitas,
responsibilitas, dan akuntabilitas.
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